
GUBERNUR LAMPUNG
 

KEPUTVSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR : G/ SI?lB.IIHKl2011
 

TENTANG
 

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KESEKRETARIATAN DEKONSENTRASI PELAKSANAAN
 
TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR LAMPUNG SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH OJ
 

WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

a.	 bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang NomorMenimbang 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; 

b.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat 
berjalan tertib, lancar. terkoordinasi. dipandang perlu rnembentuk Tim Fasilitasi 
Kesekretariatan Oekonsentrasi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur 
Lampung Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2011 dan 

menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung: 

1.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanaMengingat 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008: 

2.	 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian NegaraiLembaga: 

3.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: 

4.	 Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan: 

5.	 Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Amara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

KabupateniKota: 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan: 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas 
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di 
Wilayah Provinsi sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2011: 

Memperhatikan 1.	 Peraturan Menteri 0:11am Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi: 

2.	 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-279 Tahun 2011 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Pengingkatan Peran Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2011: 



MEMllTUSKA,N: 

\ lcnetapkan	 I(EPUTUSAN GUBFRNUR LAlv1PUNG TENTANG PEMBENTUKAN TI1v1 
FASILITASI KESEKRETARIATAN DEKONSENTRA.SI PELAKSANAAN TUGAS 
DAN WEWENANG GUBERNUR LAMPUNG SEBAGAI WAKIL PE.Y1ERIl\iTAH or 
WILA YAH PROVINSI LAMPUNG TAl IUN 2011 

i.rs.vn	 Mcmbentuk Tim Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi Pembinaan Pelaksanaan Tugas 
Dan Wewenang Gubernur Lampung Scbagai Wakil Pemerintah Oi Wilayah Provinsi 
Lampung Tahun 201] dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalarn Lampiran 
Keputusan ini. 

Tim sebagaimana dirnaksud pada Diktum Kesatu rnempunyai tugas pokok sebagai 
berikut: 

a. menyelenggarakan	 rapat-rapat Fasilitasi Kesekretariatan dalam rangka menginventarisir 
dan merekapitulasi laporan pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah: 

b. menyelenggarakan tatalaksana administrasi (kesekretariatan) Pernbinaan Dekonsentrasi 
Pelaksanaan Tugas Dan Wcwcnang Gubernur Lampung Sebagai Wakil Pemerintah Di 
Wilayah Provinsi Lampung dan: 

c. menyusun	 dan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan 
Kesekretariatan Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur sebagai \Vakil 
Pernerintah DiWilayah Provinsi. 

KFnG~	 Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung. 

KL :7\lPAT	 Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 pada Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 
dengan Kode Rekening (521213). 

I(E "l1\lA	 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan iru sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum 
Sekretariat Daerah Proviusi Lampung 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 .Iuni 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 
dengan ketcntuan apabil.i dikernudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan 
ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 2 - ,f - 2011 

Tc nl usan. 
l . f\knlcri D~11am Negeri RI di Jakarta: 
") I\..pala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung: 
~ lr vpckrur Provinsi Lampung di Bandar Lampung. 

l-, .pala Bappeda Prov insi Lampung di Bandar Larnpung: 
~ kpab Biro Hukurn Setdaprov. Lampung di Teh-kbetung: 
6. !'>ra1a Kantor Pela) anan Perbendaharaan Ncgar.. Provinsi Lampung di Bandar Larnpung; 

~d ising-masing Anggota Tim yang bersangkutan I 



I 

LAMPlRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NO'v10R G / / B.I / HK / :2011 
TANGGAL : :2011 

SUSUNAN PERSONALLi\ 
TIM FASILITASI KESEKRETARIATAN DEKONSENTRASI PENDANAAN PELAKSANAAN
 
TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR LAMPUNG SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH Dl
 

WILi\YAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 20 II
 

-

3. ASSISTEN BIDANG PEMERINTJ 
SEKOAPROV. LAMPUNG 

~ KEPALA BIRO TATA PEMEI 4. 
UMUM SETOAPROV. LAMPUI'J 

5. KABAG BINA DEKONSENTRASI 

I TUGAS PEMBANTUAI\I BIROT 
SETDAPROV. LAMPUNG 

6. I STAF AHLI BIDANG PEMERINT 
HUKUM DAN POLITIK 

7. INSPEKTUR PROVINSI LAMPUI 

KEPALA KAI\JTOR WILAYAH 01 
JENDERAL PERBENDAHARAA 

PROVINSI LAMPUNG 

8. 

9. I KEPALA BADAN PERENCANAA 

PEMBANGUNAN DAERAH PR 
LAMPUNG 

KEPALA BIRO PERLENGKAPAN10. 
-

----~-----

15. SEKRETARIS INSPEKTORAT PROVINSI 
LAMPUNG 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

750.000,

750.000,

750.000,

I 

750.000,

750.000,

I 

I 

Anggota 

Anggota 

I 
650.000~1 

--J 
! 

i 
I 650.000,- I

L::j IAnggota I 650,000,- I 

I ~ 

I 



i 

19.TKABAG PERTANAHAN BIRO TAPUM A t 650000I I
I---~_SE_TDAPROV_ LAMPUNG	 nggo a _~ - ,

I 20. KASUBBAG KOORDINASI BIRO TAPUM Anggota ~6~0:0;'000'-
SETDAPROV. LAMPUNG 

21. I KASUBBAG PENYELEI\lGGARAAN DAN Anggota 600.000,
PENGAWASAN BIRO TAPUM 

.~----+-_SE_T_D_A_PR~O__V-..:....-=..LA_M~PU.:..-:.N_G~ ~~_~_~1 
22. KASUBBAG PENDATAAN DAN WILAYAH Anggota WO.OOO/

BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG 
.-------+--------,------1

23. KASUBBAG PEMERINTAHAN UMUM Anggota 600.000,
BIRO TAPUM SETDAPRO\I. LAMPUNG
 

e---- I
 
24_1	 KASUBBAG PENYELESAIAN MASALAH Anggota 600.000,

TANAH BIRO TAPUM SETDAPROV. 
I

LAMPUNG 

25_1	 KASUBBID MONITORING DAN Anggota !-600000,
PELAPORAN BAPPEDA PROVINSI 

26-:-rLAMPUNG --r
26.	 EVI ARIANllNA, SP (STAF BIRO TATA Anggota 500.000,-

PEIVlERINTAHAN UMUM SETDAPROV.
 
LAMPUNG)
 

~ 

27. IKA TRIWULAN, S. STP (STAF BIRO TATA Anggota 500.000,
PEMERINTAHAN UMUM SETOAPROV.
 
LAMPUNG)
 I 

28.
 

-  -

29. 

-

30. 

!. 

31. 

1-

32. 

1-
2~3. 

- 
. 34. 

r--r-' 

35. 

FERDIAN YUZA FRANS SAPUTHA (STAF 

I BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM 
SETDAPROV. LAMPUNG) 
MARISA LOLITA IBRAHIM, S. AP (STAF 
BIRO TATA PEMERINTAHAN UIMUM 

SETDAPROV. LAMPUI\IG) 

NOVELINDA SY (STAF BIRO TAlA 

PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. 
LAMPUNG) 

Dra. CHOIRIAH (STAF BIRO TAlA 

PEMERII\ITAHAN UMUM SETDAPROV. 
LAMPUNG) 

NOVERI WILLIAN (STAF BIRO TATA 
PEMERINTAHAN UMUM SETDJ,\PROV. 
LAMPUNG) 

SRI ENDANG PURNAMA, SH (STAF BIRO 
lATA PEMERINTAHAN UMUM 
SETDAPROV. LAMPUNG) 

ACHMAD DJUNAIDY, SE (STAF BIRO 
TATA PEMERINTAHAN UMUM 
SETDAPROV. LAMPUNG) 

-
L1NOVSKI ADAM, S. STP (STAF BIRO 

UMUM SETDAPROV. LAfVlPUNG) 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

,-- ---~~\ 

500.000, I 

I 
I 

500.000,- I 
I 

~ 
500.000,- I 

I 

500.000~ 

500.000,

500.000,

500.000,

500.000,

GUBERNUR LAMPUNG,
 

SJACHRQEDIN Z.P.
 


